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TANGGAL DITETAPKAN OLEH
TERBIT DIREKTUR RSUD KOTA SALATIGA
STANDAR e
PROSEDUR 97 Mdcek 2013
OPERASIONAL ;
dr. Riani Isyana Hramasanthi, M.Kes
NIP. 1976020 200501 2 012
Pengertian Merupakan alur dalam penanganan sengketa informasi publik.
Tujuan Sebagai pedoman tata cara penanganan sengketa informasi
public.
Kebijakan 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3. Undang — undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Prosedur 1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan

secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10

(sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi

teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan
hari

tidak dapat

permohonan informasi selama 7 (tujuh) sejak

pemberitahuan tertulis diberikan dan

diperpanjang lagi
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. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi

untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi,
yang dibentuk oleh PPID pembantu.

. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses

penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID;

. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan

kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi,
Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan
kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.

Unit Terkait

1. Direktur sebagai atasan PPID RSUD Kota Salatiga;
2. Pengeloa PPID RSUD Kota Salatiga.




